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Mengingat

(U5 ]

Undang-undang  Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penctapan  Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ):

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemcrintahan Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  Nomor
3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah  (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
teatang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Scbagai Daerah Otonom  ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk  Rancangan  Undang-undang,  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Kcputusan Presiden ;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Kcuangan dan Barang Dacrah ;
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8 Keputusan Mentent Dalam Negen Nomor 63 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penycsuaian
Penstilahan Dalam Penyclenggaraan Pemenintahan Desa

dan Kelurahan

9. Kcputusan Menternn Dalam Negenn Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mcengenai
Desa :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELLATAN

MEMUTUSKAN

Menctapkan  : PERATURAN; DAERAH KABUPATEN  HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksudkan dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;

a.
b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan ;
c. Dacrah adalah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan ;

Pemerintah Dacrah  adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan ;
c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Sclatan ;
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Badan Perwakilan Desa vang  sclanjutnya  discbut - BPD adalah Badan
Perwakilan  Masvammkat — vang  berfungst mangavomn adat astiadat,
membuat  Peraturan Desa, menampung  dan menyalurhan asprras
masyarakat scrta melahukan  pengawasan  terhadap  penyclenggaraan
Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |

Desa adalah kesatuan masyvarakat hukum yang menuliki kewenangan
untuk mengatur  dan meagurus  kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sctempat vang diakur dalam
sistem Pemenntahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan ;

Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
oleh Kepala Desa sctelah mendapat persctujuan Badan Perwakilan Desa ¢

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya dit Kabupaten
Hulu Sungai  Sclatan

Kekayaan Desa adalah scgala kekayaan dan sumber penghasilan bagi
desa yang bersangkutan.

Anggaran Pendaparan dan Bclanja Desa yang sclanjutnya  discbut
APBDecs adalah rencana operasional tahunan dari program  umum
pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan ditcrjemahkan
dalam angka-angka rupiah dan mengandung perkiraan target penerimaan
dan pengeluaran keuangan Dcsa |

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah di Kabupaten

" Hulu Sungai Sclatan ;

Tuntutan Perbendaharaan adalah perhitungan terhadap bendaharawan
Desa, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan
kepada bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti
kerugian ;

Tuntutan ganti rugi adalah tuntutan terhadap Kepala Desa dan Pcrangkat
Desa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan
Desa.
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Badan Perwahilan Desa yang  sclamjutnya discbut BPD adalah Badan
Pecrwakilan Masyammkat  vang berfungst mangavonu adat stiadat,
mcembuat  Peraturan Desa, menampung dan memyalurkan  aspiras
masyarakat scrta melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan
Pemcrintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  sctempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dalam
sistem Pecmenntahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan ;

Peraturan Desa adalah scmua peraturan-peraturan yang telah ditctapkan
oleh Kepala Desa sctelah mendapat perscetujuan Badan Perwakilan Desa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten
Hulu Sungai  Selatan ;

Kekayaan Dcsa adalah scgala kckayaan dan sumbcer penghasilan bagi
desa yang bersangkutan.

Anggaran Pendaparan dan Bcelanja Desa yang sclanjutnya  discbut
APBDes adalah rencana operasional tahunan dan program umum
pemerintahan dan pcmbangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan
dalam angka-angka rupiah dan mengandung perkiraan target penerimaan
dan pengeluaran keuangan Dcsa |

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Dacrah di Kabupaten
Hulu Sungai Sclatan ;

. Tuntutan Pcrbendaharaan adalah perhitungan terhadap bendaharawan
Desa, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan
kepada bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti
kerugian ;

Tuntutan ganti rugi adalah tuntutan tcrhadap Kcpala Desa dan Perangkat
Dcsa yang mclakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan
Dcsa.
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BAB I
TATA CARA PENYUSUNAN APBDcs

Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan

Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran b aru, Bupati memberikan pedoman
penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.

-

Pasal 3

(I) Rancangan APBDes dibuat sctiap Tahun Anggaran olch Pemerintah
Desa dan diusulkan untuk dibahas dalam rapat BPD.

(2) Rancangan APBDes setelah mendapat persetuyjuan BPD  menjadi

APBDes ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan
Desa.

(3) Kepala Desa menctapkan Peraturan Desa tentang APBDes setclah
mendapat persetujuan BPD sclambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

(4) Peraturan Desa tentang APBDes sctelah mendapat persctujuan  dari
BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Bupati berhak membatalkan APBDes yang telah mendapat persctujuan
BPD, sebagian atau scluruhnya disertai penjelasan, apabila bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan
masyarakat.

Bagian Kcdua
Susunan APBDcs

Pasal 4

(1) APBDes terdiri dari bagian Pencrimaan dan Pengeluaran.
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(2) Bagan Pengeluaran terdin dan Pengcluaran Rotin dan Pengeluaran
Pembangunan

Pasal §

Susunan APBDcs serta lampirannya scbagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan
Dacrah ini scbagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Dacrah ini.

Bagian Kctiga
Pcrubahan APBDcs

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perubahan pencrimaan dan pengeluaran APBDes vang
telah mendapat persetujvan BPD dilakukan perubahan dengan Peraturan
Desa. '

(2) Peraturan Desa scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan scgera

sctelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Hulu Sungai Sclatan.

(3) Peraturan Desa mengenai perubahan APBDes disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Decsa tentang Pcrubahan APBDes
scbagaimana tercantum dalam Lampiran I[ Peraturan Dacrah ini.

Bagian Keempat
Perhitungan APBDcs -

Pasal 8

(1) Sclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setclah berakhirnya Tahun Anggaran,
Kepala Desa wajib menctapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan
APBDcs.

(2) Peraturan Dcsa scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sclambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sctelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati
melalui camat.
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(1)

Bagian Kelima
y. - .
Pengelolaan dan Pertanggungianaban APBDes

Pasal 9

Pengelolaan APBDces meliputi penyusunan anggaran pclaksanaan tata

usaha kcuangan dan perubahan serta perhitungan angparan

Pengelolaan Anggaran scbagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal i,
dipertanggung  jawabkan olch Kepala Desa kepada BPD  sclambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sctelah berakhimva tahun anggaran,

Pertanggung jawaban pengelolaan APBDes olch Kepala Desa dapat
ditolak olch BPD.

Pertanggung jawaban pengelolaan APBDes yang ditolak olch BPD harus
dilengkapi atau disempurnakan olch Kepala Desa dalam jangka paling
lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.

Pasal 10

Bentuk dan susunan Pcraturan Desa tentang Perhitungan APBDes serta

lampiran-lampirannya scbagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan
Dacrah ini.

BAB 11
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBDcs

Bagian Pertama
Pencrimaan

Pasal 11

(1) Penerimaan Dcsa atas 6 (cnam) pos dengan Kode Anggaran scbagai

benkut :
I.1.  Sisa Icbih perhitungan Anggaran tahun lalu ;
1.2.  Pcndapatan Asli Desa ;
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| 3 Bantuan dan Pemenntah |

| 4 Bantuan dan Pemenntah Propinst |
I35 Bantuan dan Pemenntah Kabupaten |
16. Pinjaman Desa |

1.7.  Lam-lain Pendapatan yang sah,

(2) Sctiap pos terdin dan ayat-avat.

Pasal 12

(1) Sisa Icbih perhitungan anggaran tahun lalu scbagamimana dimaksud Pasal

11 ayat (1) angka 1.1. adalah sisa perlutungan anggaran tahun lalu yang
mcrupakan pencerimaan tahun anggaran berikutnya.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka
1.2. terdin dan : e

Hasil Usaha Dcsa ;

a
b. Hasil Kekayaan Desa

a

Hasil Swadaya dan partisipasi
d. Hasil Gotong royong ; dan
c. Pendapatan Asli Desa lainnya yang sah.

(3) Bantuan dari Pemerintah scbagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)

angka 1.3. meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres,
Bantuan Khusus Presiden dan Sumbangan bantuan lainnya.

(4) Bantuan dari Pemcrintah Propinsi scbagaimana dimaksud Pasal 11 ayat
(1) angka 1.4. terdiri dan ;
a. Pcmbcrian scbagian hasil Pajak dan Retribusi ;

b. Penyisihan Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan bagian
Pemerintah Propinsi ;

c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
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(%) Bantuan dan Pemenntah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11
avat (Dangha 15 terdin dan

Bagran hasil Pajak dan Retnbusi Dacrah |

Penvisthan Penenimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Dacerah ;

Penenmaan dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan dacrah vang
diterima oleh Pemenntah Kabupaten |

d. Sumbangan dan bantuan lainnya.

(6) Pinjaman Decsa.

(7) Pendapatan lain-lain yang sah scbagaimana dimaksud Pasal 11 avat (1)
angka |.6. adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dan sumbangan
dan atau Bantuan Pihak Kectiga yang sah dan tidak mengikat scsuat
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber pencrimaan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan
Dacrah ini dimanfaatkan scpenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa
vang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 14

(1) a. Bagian Pcngcluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Dacrah ini terdiri atas 6 (cnam) pos dan dengan Kode
Anggaran scbagai berikut :

2R.1. Belanja Pegawai ;
2R.2. Belanja Barang ;
2R.3. Bclanja Pemeliharaan ;

Dipindai dengan CamQcanner



2R 4. Biava Perjalanan Dinas |
2R.5 Belanja Lain-lain :
2R.6. Pengceluaran Tidak Terduga
b. Bagian Pengceluaran Pcmbangunan scbagaimana dima

(2) Peraturan Dacrah ini terdin atas 6
Anggaran scbagai berikut

ksud Pasal 4 ayat
(enam) Pos dengan Kode

2P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
2P.2. Pembangunan Sarana Produksi ;

2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran :

2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan

2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial ;

2P.6. Pcmbangunan Lain-lain.

(2) Pos-pos Bagian Pengcluaran Rutin

dan Bagian Pengeluaran
Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 15

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes jika untuk
pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam APBDes.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas

- beban APBDes untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam _
APBDes. '

Pasal 16

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah

dan terkendali sesuai dengan rencana program dan atau kegiatan serta fungsi
Pemerintahan Desa.

10
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()

(4)

(5)

BAB IV
PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN DESA o

Pasal 17

Pada Sckretanat Desa tiap Tahun Anggaran  dipergunakan  Buku

Adminstrast Keuangan Desa menurut pedoman  yang ditetapkan olch
Pemerintah.

Salah scorang Kcpala Urusan pada Sckretanat Desa dapat diangkat

scbagar Bendaharawan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala
Desa.

Pengisian Buku Administrasi Kcuangan Desa scbagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal i1 dilakukan olch Bendaharawan Desa.

_\
Sctiap Pencrimaan dan Pengcluaran Keuangan Desa harus dicatat di
dalam Buku Administrasi Kcuangan Desa dan sctiap pengeluaran
Kcuangan Desa harus mendapat persctujuan Kepala Desa, scsuai dengan
bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V
PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 18
Pengawasan atas APBDcs pelaksanaannya dilakukan olch BPD dengan

melakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam satu tahun.

BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas pelaksanaan
APBDcs apabila dipandang perlu.

Permintaan scbagaimana dimaksud ayat (2) tersebut harus disctujui olch
sckurang-kurangnya Icbih dari %2 jumlah anggota BPD.

Sctiap akhir tahun BPD wajib melaporkan hasil pemeriksaan tentang
penerimaan dan pengeluaran APBDes kepada Bupats melalui Camat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

11
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a  pengawasan terhadap penatata usahaan pengelolaan Keuangan Desa

b pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik
vang dibiavar dan dana APBDes

BAB VI
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 19

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi  dilaksanakan olch
BPD.

Pasal 20
Tata cara-Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur Icbih

lanjut olch BPD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang bclum diatur dalam Peraturan Daerah ini -sepanjang
mengenai APBDes akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka semua ketentuan
scbelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 22

Peraturan Dacrah ini berlaku scjak tanggal diundangkan.

12 ) - —
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Agar sctiap orang dapat mengetahuinya  memernintahkan
pengundangan Peratuaran Dacrah ini dengan  penempatannya  dalam
l.ecmbaran Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Dltctapkan dt l\andangan

pada tanggal 29 Juli 2000

ZAINUFAHRI BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

NIP. 19690314 199503 1 002

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2000

/_“ \"”‘FSE

iy BUPATE\P‘P

5 »\-\_../{, M. YUNANIE

-
’-v 3

TARIS DAERAH
U SUNGAI SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 21

13
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Lampiran 1 Peraturan Dacrah Kabupaten
Hulu Sungar Sclatan.
Nomor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

PERATURANDESA . ... .. ... ..
KECAMATAN . . ... .....KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR .... TAHUN .. ..

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN . . .............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALADESA .........

Mcnimbang  : a. bahwa scsuai dengan Perda Kabupaten Hulu Sungai
Sclatan Nomor . . . . Tahun 2000 tentang APBDcs,
perlu ditctapkan  Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Desa .

b. bahwa untuk mclaksanakan maksud pada huruf a
konsideran ini, perlu diatur dan ditctapkan dengan
Peraturan Dcesa.

Mengingat © 1. Undang-undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctapan  Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemecrintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999
- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

14
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Menectapkan

3.

wh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (tentang
Pecrnimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan
Dacrah  (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk  Rancangan  Undang-undang,  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan

Nomor . . ... Tahun ... . tentang........

..............

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA. ....... KECAMATAN ........
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN . ......

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . . .. ...
adalah sebesar Rp

....................

yang terdiri dani :

a. PENDAPATAN.
- Pencerimaan

15
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b. BELANIJA.
- Rutin Rp
- Pcmbangunan Rp

..................

.................

(1) Rincian lcbih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan scbagaimana
tercantum dalam Lampiran A L

(2) Rincian lcbih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran A l.a.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.Lb.

-

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Pcraturan
Desa ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 4

Kepala Desa dapat menctapkan Keputusan Kepala Desa guna mclaksanakan
Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku scjak tanggal ditctapkan.
Ditctapkandi.........
pada tanggal . .........

KEPALA DESA

16
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{

Lampiran A |

.............

Kabupaten
Nomor
Tanggal

PENDAPATAN

KODE URATAN JUMLAH KETERANGAN

ANGG

ARAN .

1.1. Pos sisa lebih perhitungan
anggaran tahun vang lalu

1.2, Pos Pencrimaan Pendapatan

. Asli Desa :

1.2.1. Tanah Kas Desa

1.2.2. Pasar / Kios Dcsa

1.23. Pemandian Umum

1.2.4, Obyck Rckreasi

1.2.5. Bangunan Milik Desa

1.2.6. Kakayaan Desa Lainnya

1.2.7. Swadaya dan Partisipasi
masyarakat

1.2.8. Gotong-royong masyarakat

1.29. Pungutan Desa yang terdin
atas :

1.29.1. |Pungutan..........

1292, |[Pungutan..........

1.2.10.1. | Lumbung Desa . ... ... ..

1.2.10.2. | Pabnk Bata.........

1.2.10.3. | Dan seterusnyva cadangan

1.3. Pos Pembenan dan
Pemenintah

1.3.1. Tunjangan Penghasilan

132, Bantuan Pembangunan Desa

N
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[ P 3 4
1.3.3 Hadiah Lomba Desa Tingkat
Nasional
134 | oo
1.4. Pos Pecmberian dani
Pemecrintah Propinsi
14.1. Penyisihan Pencrimaan
Pajak dan Retribusi Bagian
Pemerintah Propinsi
1.4.2. Penyisihan Pencrimaan PBB
Bagian Pemerintah Propinsi
1.4.3. Sumbangan dan Bantuan
lainnya
1.5. Pos Pemberian dan
Pemerintah
Kabupaten
1.5.1 Penyisihan Penerimaan
Pajak dan Retribusi
Pemerintah Daerah
1.5.2. Penyisihan Penerimaan PBB
Pemerintah Kabupaten
1.6. Pinjaman Desa
1.7. Pos Pendapatan Lain-lain
L71, | csccevodanas
172, | ...,
JUMLAH BAGIAN
PENDAPATAN
KepalaDesa..............
- (e )
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Lampiran A 1y

Peraturan Dosa
Kecamatan
Kabupaten
Nomor
Fangpal

Tahun

BELANJA RUTIN

-----------------------

KODE URATAN JUMLAH | KETERANGAN
ANGG
ARAN o
l .2 3 Vo
2R.1. Pos Belanja Pegawai o
2R.1.1. | Pos Penghasilan Kepala Desa
2R.1.2. | Penghasilan Sckretaris Desa
2R.1.3. | Penghasilan Kepala Urusan
2R.1.4. | Penghasilan Ketua RK
2R.15. |Honor..............
2R.1.6. |Homor..............
2RLT. | o
2R.2. Pos Belanja Barang
2R.2.1. | Pembiayaan ATK
2R.2.2. | Peralatan Kantor
2R.2.3. | Perlengkapan Kantor
2R24. | ... ...
2R.3. Pos Biaya Pemeliharaan
2R.3.1. | Pengecatan Gedung Kantor
2R.3.2. | Pemeliharaan Kendaraan Milik
Desa
2R33. |
2R 4. Pos Baiava Perjalanan
2R.A4.1. | Pealanan Dinaske . ...... ..
2RA2. |
2RA43, .

19
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]
RS
2RI
2R5.2.
2R 53
2R.6.

IML

R I 4
Pos Belanja Lain-lain
Pos Pengeluaran Tidak
Tersangka
BAGIAN BELANJA RUTIN
KepalaDesa..............
(oo )
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Lamprran - Peraturas D
KNecamos
Kabecatcn
.\‘.\::'.:M ahun
Tamogal
BELANJA PEMBAGUNAN

KODE URATAN JUMLAH ETTRANGAN

ANGG

_ARAN.

1 2 S
2P 1. Pos Prasarana Pemerintahan
Desa

2P.1.1. | Gedung Kantor

P12 Aula.. ..o

2P.1.3. e e e,

2P. 1.4, R S

2P.2. l’oq Pl.l\‘:ll.lll.\ l‘l\\h\k\t

2P.2.1. | Pembuatan Dam

2P.2.2. | Pembuatan Saluran An

A L T

2P.3, Pos Prasaran Pembangunan

23,1, | Pembangunan Jalan .

2P

p1 L0 T T

ALKE Pos Pra ..um\\ I\ masatan

20400, | Pembangunan Pasar v

2042, I‘nmlnmp,un:m Ko dh

AR

215, Pos I‘m- Arana \w ml

2PA00| Pembangunan Masjid &

2052 | Pombansunin Goeja

PR

[}

i
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P 6 Pembangunan Lain-lain
7p.6 1. | Pembangunan Lain-lain
WH2L [.oeoicninn siinaninn.
P63 |

R

JML BAGIAN BELANJA
 PEMBANGUNAN

— =

--------------
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Fampr; Cratur; Y
wprean 11 Peraturan Dacraly Kabupaten

Hulu Sungai Sclatan

.\'-omor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

KECAMATAN .. ... KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR .. .. TAHUN .. .

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F,SA;

KEPALADESA ... ... ..
Menimbang ca. bahwa dengan adanya penambaban  dan atau
pengurangan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran . . .. . . .. . , maka perlu dilakukan

pcrubahan Anggaran ;

b. bahwa untuk mclaksanakan maksud pada huruf a
konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Pcraturan Dcsa.

Mcngingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 1820 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38399);
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Menctapkan

L)

(W]

. Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pernimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Dacrah  (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk  Rancangan Undang-undang,  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor..... .... Tahun . .. .tentang........

.............................

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA . ... .... KECAMATAN .
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . ......

Pasal 1

O Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran.......... scmula Rp. .

diperkirakan bertambah / berkurang denganRp .. ... L ,

schingga menjadi Rp .. .......... .....
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(2) Rincian pcnambahan atau pengurangan pend

: apatan dimaksud ay:
Pasal ini adalah scbagaim yat (1)

ana tercantum dalam Lampiran A 11/

. . ) Peraturan
Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 2
(1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran .. SemulaRp...... ..
diperkirakan bertambah / berkurang dengan Rp ..o
schinggamenjadiRp ... ... =
Dengan Rincian sebagai berikut -
a. - Belanja Rutin sebelum perubahan Rp........... ... ..
- Bertambah / berkurang Rp.... ... ... ... e
- Belanja Rutin setelah perubahan Rp...ooo . ... ... . ...
b. - Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp...oo
- Bertambah / berkurang Rp .o,

- Belanja Pembangunan sctelah perubahan Rp ..
(2) Rincian penambahan atau pengurangan dimaksud ayat (1) diatas adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.ll.a. dan A.ILb. Peraturan
Desa ini dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
Setelah perubahan menjadi Rp

..................
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Pasal 4

peraturan Desa it berlaku sejak tangpal ditctapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

........

KEPALADESA .
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Lampiran

Al

Peraturan Desa
Kecamatan .
Kabupaten ...
Nomor Tahun

Tanggal

PENDAPATAN

m‘“”"ﬂﬁ_RA AN Anggarany Jumlah | Jumlah | Anggaran [Penjelasan
" scbclgm penam | pengu | setelah
peruba | bahan | rangan {peru
garan b gan perubahan
ﬁ"““ Pos sisa lebily
perhitungan anggaran
tahun yang lalu
12. | PosPendapatan Asli
Desa
51 T [
[22. .isavocenorvenns
13. | Pos Pemberian
Pemerintah
I3 | et
1327 o
14. Pos Pemberian
Pemerintah Propinsi
LAL | oo
142, | oo
L5. Pos Pemberian
Pemerintah Daerah
LS [
152, | ... ..., e n s
16. | Pos Pendapatan lain-
lain
6L |
_Jumlah Bagian Pendapatan
KepalaDesa.............
(S )
27
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Lamprean A 11 5 -

Peraturan Desa

Kecamatan. =~~~
Rabupaten .. =~~~
Nomor lahun
Tanggal
BELANJA RUTIN
Kode URATAN Anggaran  Jumlah Jumlah Anggaran| Penje |
Anggaran sbelum| penam | pengu | setelah | Jasan
peruba | bahan rangan {perubahan
han
9R.1. | Pos Belanja Pegawai
RLL | oo
WMIZ | e
2R.2. | Pos Belanja Barang
W2L | oo
pi 3 v 2
2R3. | Pos Biaya
' Pemeliharaan
R3L |
R32 | ool
2R4. | Pos Biaya
Perjalanan
RAL f ...
WMA2 |
2R5. | Pos Belanja Lain-
lain
WSY |
R52 |
2R6. . | Pos Pengeluaran
| Tidak Terduga
Jumlah Bagian Belanja
KepalaDesa........... ..
(oo )
28
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Lampiran A1l b. - Peraturan Desa
Kecamatan .

Kabupaten

Nomor
Tanggal

BELANJA PEMBANGUNAN

Tahun

__—T URAIAN Anggarary Jumiah | Jumlah | Anggaran Penjela
Kode sebelum  penamba penguran | setelah san
Anggaran perubahan | han gan_ | perubahan
o Pos Anggaran
“" | pemerintahan Desa
PLL | oo
2P12 .................
9p2. | Pos ngarana
Produksi
AL | e
WAL | e
9p3. | PosPrasarana
Pembangunan
WAL | cveececccovannmas
P32 | oo
2P4. | PosPrasarana
Pemasaran
WAL |.....ivscvvimnnas
WAL | o
2P.5. | Pos Prasarana Sosial
P51 |
P52 |
2P6. | Pembangunan lain-
lain
Jumlah Belanja Pembangunan R
KepalaDesa.............
(T )
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Lampiran 111

b R
l craturan ')."!L'.r(!h Kabun tlon
bl BAT LA

1] . ¢ -
Hulu Sunpay Sclatan.

Nomor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

NOMOR ... TAHUN.

TENTANG

pER HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DISA
TAHUN ANGGARAN

...............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA,

KEPALADESA ... .. ..
Memimbang  :a. bahwa dengan  berakhimya pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . ... ...

. ., perlu ditctapkan Perhitungan Anggaran Pcendapatan
dan Belanja Desa ;

b. bahwa untuk meclaksanakan maksud pada huruf a
konsidcran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Mengingat o 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pcmbentukan Dacrah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
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MCnetapkan

Jumgp

Angga

ran

6

Perhitungan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa

. Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1994

Yaritnk , lentany,
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Dacrah  (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) - .

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentane
Teknik Penyusunan Peraturan Pcrundang-undanga:
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Sclatan
Nomor . . ... Tahun ... . tentang.... ....

------------------------

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA........ KECAMATAN RERTREE
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERHIRUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . ...

Pasal |

Tahun

adalah scbesarRp . ..........ccovvoe
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Pasal 2

jumlah Perintungan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
adalahsebesarRp oo oo o000

-------

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran
adalahscbesarRp .. ... ... .. ... ... ..

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran
adalshsebesarRp....... ... ... .. .. ..

.............

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
adalah scbesar Rp

---------

--------------------

Pasal 6
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan kegiatan-kegiatan secbagaimana
tercantum dalam lampiran A.III., AIll.a. dan A lILb. Peraturan Desa ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 7
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditctapkan.
Ditetapkandi . ........

pada tanggal . .. ... ....

KEPALA DESA
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Lampiran A 1l -

Peraturan Desa o

Kecamatan ... .
Kabupaten ... ... = =
Nomor Tahun
Tanggal
PENDAPATAN
Kode URATAN Anggaran Bertambah /
Anggaran sebelum | Realisasi berkurang | Keterangan
perubahan
] 2 3 4 5 6
1.1. Pos sisa lebih o
perhitungan anggaran
tahun yang lalu.
1.2, Pos Penerimaan
Pendapatan Asli Desa
1.2.1, Tanah Kas Desa
122, Pasar / Kios Desa
1.2.3. Pemandian Umum
1.2.4, Obyek Rekreasi
125, Bangunan Milik Desa
1.26. Kekayaan Desa
Lainnya
1.2.7. Swadaya dan
Partisipasi Masyarakat
1238 Gotong-royong
masyarakat
129 Pungutan Desa yang
terdiri dan :
12971 Pungutan . ., .. . .
1292, Pungutan. .. . ..
L2.10.1. | Hasil Usaha Desa terdiri
atas :
1.2.102, Lumbung Desa . ... . . .
1.2.10.3. | Pabrik Bata.... ... ..
—

[F5]
|92
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19

b : ool | 6T
13, Pos Pembcerian
Pemenntah
1.3.1. Tunjangan Penghasilan
1.3.2. Bantuan Pembangunan
Desa
1.3.3 Hadiah Lomba Desa
Tingkat Nasional
134, |-
1.4 Pos Pembenan
Pemerintah Propinsi
141 Penyisthan Penerimaan
Pajak dan Retrnibusi
Pemerintah Prop.
14.2. Penyisihan Pencrimaan
PBB PBB Bagian
Pemenntah Prop.
143 .
1.3. Pos Pembenan
Pemerintah Daerah
L3.1 Penyisthan Penerimaan
Pajak dan Retribusi
Kab.
1.5.2. Penyisihan Penerimaan
PBB PBB Bagian
Pemerintah Kab.
153. | Sumbangan dan
Bantuan lainnya
L6. Pos Pendapatan lain-
lain
RN N I )
L Jumlah Pendapatan |
KepalaDesa.............
o )
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Lampiran Allla.: Peraturan Desa

Kecamatan . ... . ... ... ... ..
Kabupaten ... ... . ... .. ..
Nomor Tahun

Tanggal

BELANJA RUTIN

Kode URATAN Anggaran Bertambah /
Anggaran sebelum |Realisasi| berkurang | Keterangan
perubahan
1 2 3 4 5 6

2R.1. Pos Belanja Pegawai
2R.1.1. | Penghasilan Kepala

Desa

2R.1.2. | Penghasilan Sekretaris
Desa

2R.1.3. | Penghasilan Kepala
Urusan

2R.1.4. | Penghasilan Kepala
Dusun

2R.1.5. | Honor

-----------

RLG6. |

2R.2. Pos Belanja Barang
2R.2.1. | Biaya ATK
2R.2.2. | Perlengkapan Kantor

2R23. ...
2R.3. Pos Biaya
Pemeliharaan
2R3.1. | Pengecatan
Gedung/Kantor
2R3.2. | Pemeliharaan
Kendaraan Milik Desa
2R33. ...
2R 4. Pos Biaya Perjalanan
2R4.1. | Perjalanan Dinas ke . .
2R42. |
I
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1 ) - L R
3 |
RS, Pos Belanja Lain-lain
y] 3 70 S (PO
R32 Lo
2R.6. Pos Pengeluaran Tidak
Terduga
Jumlah Belanja Rutin
KepalaDesa . ........ .. ..
(oo )
36
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Lampiran A HI b

Peraturian Desa

Kecamatan . ... ... ...,
Kabupaten ... ... .. .. ...
Nomor Tahun
Tanggal
BELANJA PEMBANGUNAN
Kode URATAN Anggaran Bertambah /
Anggaran| scbelum | Realisasi | berkurang  (Keterangan
perubahan ]
1 2 3 4 5 6
2P.1. Pos Prasarana 3
Pemerintahan Desa
2P.1.1. | GedungKantor.......
2P.12. |Aula................
2P 13, |
2P.2. Pos Prasarana Produksi
2P.2.1. | Pembuatan Dam
2P.2.2. | Pembuatan Saluran Air
2P23. | .
2P.3. Po% Prasarana
Perhubungan
2P.3.1. | Pembangunan Jalan
2P32 |
2P 4. Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1. | Pembangunan Pasar
di.....
2P.4.2. | Pembangunan Kios Desa
2P43. | .
2P.5. Pos Prasarana Sosial
2P.5.1 | Pembangunan Mesjid
di....
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J—
2 3 5

P52 Pembangunan Gereja

=l di

206, pPembangunan lain-lain

2P-6_l ..................

Jumlah Belanja Pembangunan

I B
KepalaDesa. ... ... . ..
(oo )
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAFRAH
KABUPATEN HULU SUNGAL SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, maka kchadiran Undang-undang ini
sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, vaitu : :

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemcrintahan di Dacrah dan ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah yang mengatur tentang Pemerintah Dacrah dan Juga mengatur
mengenai Desa.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemcrintahan
Nasional dan berada di dalam Kabupaten.
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Scbagai realisasi  pelaksanaan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam
pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,  perlu
mengatur  Sumber  Pendapatan - Desa - dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Hulu Sungai Sclatan,

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL,
Pasal 1 s/d 2 :Cukup Jelas
Pasal 3 Ayat (1) : Cukup Jclas
Ayat (2) : Peraturan Desa yang menctapkan tentang APBDes
tersebut harus sifatnya transparan, setiap anggota

masyarakat Desa berhak mengetahuinya.

Pasal 4s/d21 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15
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